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ABSTRAK 

Kebijakan pembangunan food estate di Indonesia 

dipromosikan sebagai strategi percepatan ketahanan pangan 

melalui perluasan areal tanam, intensifikasi produksi dan 

konsolidasi tata kelola pangan berbasis kawasan. Namun, 

berbagai temuan lapangan menunjukkan adanya kegagalan 

panen, lahan terbengkalai, tumpang tindih penguasaan 

tanah, hingga konflik sosial–ekologis yang menimbulkan 

pertanyaan mengenai efektivitas instrumen hukum yang 

mengatur kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan 

menganalisis food estate dalam perspektif Teori Hukum 

Pembangunan ala Mochtar Kusumaatmadja, yang 

menempatkan hukum sebagai sarana pembaharuan 

masyarakat dan menekankan pentingnya ketertiban 

substantif sebagai prasyarat pembangunan. Dengan metode 

penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan 

perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini 

menemukan bahwa kerangka regulasi food estate cenderung 

menghasilkan “ketertiban administratif” melalui orientasi 

percepatan proyek strategis nasional, sehingga abai 

terhadap kepastian hak atas tanah, partisipasi bermakna 

(termasuk FPIC), kehati-hatian ekologis, serta mekanisme 

pengawasan dan pemulihan. Kesimpulannya, kegagalan food 
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estate bersifat struktural, bukan insidental, karena hukum 

lebih difungsikan sebagai legitimasi pembangunan daripada 

sarana pembaharuan yang adil dan berkelanjutan. Novelti 

penelitian ini terletak pada penilaian bahwa ukuran 

keberhasilan pembangunan pangan harus berbasis 

ketertiban substantif yang melindungi hak, ekologi dan 

subjek pembangunan. 

 

Kata Kunci: food estate, hukum pembangunan, konflik 

agraria. 

 
PENDAHULUAN 

Kebijakan food estate di Indonesia dinarasikan sebagai 
strategi percepatan ketahanan pangan melalui perluasan areal 
tanam, intensifikasi produksi, serta konsolidasi tata kelola 
pangan berbasis kawasan (Basundoro & Sulaeman, 2020). 
Namun, sejak tahap perancangan, program ini kerap 
dilekatkan pada logika percepatan proyek strategis yang 
menekankan target, serapan anggaran dan kepastian 
prosedural. Kerangka percepatan Proyek Strategis Nasional 
(PSN) memperlihatkan kecenderungan tersebut karena 
orientasi percepatan pembangunan berpotensi menggeser 
prinsip kehati-hatian dalam uji kesesuaian lahan, 
perlindungan hak atas tanah dan pengendalian dampak 
lingkungan ke posisi yang kurang prioritas (Sekretariat 
Kabinet Republik Indonesia, 2025). Dalam hal demikian, food 
estate sejatinya bukan sekadar program agronomi, melainkan 
praktik politik-hukum pembangunan: kebijakan pangan 
dibentuk melalui instrumen hukum yang menentukan standar 
keberhasilan, aktor pelaksana, serta distribusi risiko dan 
manfaat antar-pemerintah, korporasi, kontraktor, petani dan 
masyarakat lokal/adat.  

Berbagai temuan lapangan dan publikasi menunjukkan 
bahwa implementasi food estate menghadapi permasalahan 
berulang terutama pada kawasan rawa/gambut dan wilayah 
suboptimal lain yang memerlukan tata kelola air kompleks 
serta pengetahuan budidaya yang kontekstual (Anggraini et 
al., 2023). Laporan investigatif media menggambarkan 
kombinasi kegagalan panen, lahan terbengkalai dan dugaan 
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tumpang tindih penguasaan lahan yang memicu ketegangan 
sosial; pemerintah merespon melalui hak jawab yang 
menegaskan dasar penetapan lokasi serta klaim tidak terjadi 
alih fungsi sebagaimana diberitakan (BBC News Indonesia, 
2024). Di sisi lain, koalisi masyarakat sipil menempatkan food 
estate sebagai kebijakan yang berkelindan dengan 
penggusuran, kriminalisasi, kerusakan lingkungan, serta 
kerentanan perempuan produsen pangan; seruan 
penghentian proyek dan realokasi anggaran diajukan sebagai 
respon atas dampak yang dinilai struktural (WALHI, 2024a). 
Analisis media-kebijakan pun mengaitkan food estate dengan 
pola pembangunan monokultur dan dominasi korporasi yang 
dikhawatirkan menggerus sistem pangan lokal serta 
mempertebal ketimpangan agraria (Wahyuni & Maulana, 
2024). Pada titik ini, ukuran keberhasilan kebijakan tidak 
memadai jika hanya bertumpu pada luasan buka lahan atau 
penyerapan anggaran karena keberhasilan harus diuji 
terhadap kesejahteraan petani, keberlanjutan ekologi dan 
keadilan penguasaan sumber daya.  

Teori Hukum Pembangunan ala Mochtar 
Kusumaatmadja menyediakan kerangka kritis untuk 
membaca permasalahan tersebut karena teori ini 
menempatkan hukum sebagai sarana 
pembaharuan/pembangunan masyarakat (Shidarta, 2012). 
Dalam kerangka ini, pembangunan dipahami sebagai proses 
perubahan sosial yang memerlukan ketertiban dan 
keteraturan agar tidak menimbulkan kekacauan sehingga 
hukum diharapkan mengarahkan perubahan menuju tujuan 
yang diinginkan. Pada saat yang sama, fungsi hukum tidak 
boleh berhenti pada pemeliharaan ketertiban statis; hukum 
juga harus mampu bekerja dalam konteks perubahan cepat 
agar pembangunan tidak menghasilkan ketidakpastian baru 
maupun ketimpangan baru. Maka, evaluasi kebijakan food 
estate harus melampaui pertanyaan “ada atau tidak ada 
aturan”, dan bergerak pada pertanyaan yang lebih substantif: 
apakah instrumen hukum menciptakan kepastian hak yang 
dapat diakses, partisipasi bermakna, mekanisme keberatan 
dan pemulihan yang efektif, serta pencegahan 
penyalahgunaan kewenangan dalam perizinan dan 
pengadaan/penguasaan lahan? Dalam beberapa kajian, food 

https://www.zotero.org/google-docs/?GTzz6j
https://www.zotero.org/google-docs/?GTzz6j
https://www.zotero.org/google-docs/?mlc7PN
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estate pun disorot karena permasalahan partisipasi dan 
pelindungan masyarakat terdampak, termasuk kritik 
terhadap pengabaian prinsip persetujuan atas dasar informasi 
awal tanpa paksaan (FPIC) dalam konteks wilayah tertentu; 
temuan semacam ini menegaskan relevansi uji instrumentasi 
hukum dalam perspektif Teori Hukum Pembangunan 
(Rikardus, 2025).    Berdasarkan latar 
tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengisi dua 
kesenjangan. Pertama, pada tingkat konseptual, penelitian ini 
menjelaskan bagaimana konsep pembangunan dipahami 
dalam Teori Hukum Pembangunan ala Mochtar 
Kusumaatmadja, terutama mengenai hubungan antara 
ketertiban, perubahan sosial dan fungsi instrumental hukum. 
Kedua, pada tingkat analisis kebijakan, penelitian ini 
menggunakan kerangka tersebut untuk menilai kebijakan 
food estate di Indonesia sebagai praktik pembangunan: 
apakah perangkat hukum dan implementasinya berfungsi 
sebagai sarana pembaharuan yang tertib, adil dan akuntabel, 
atau justru menghasilkan “ketertiban administratif” yang 
menutupi konflik agraria, pelemahan posisi petani dan risiko 
sosial-ekologis? Dengan demikian, tulisan ini bertujuan 
memberi evaluasi berbasis teori mengenai relasi hukum dan 
pembangunan pada kebijakan pangan skala luas, sekaligus 
merumuskan titik-titik koreksi kebijakan agar selaras dengan 
tujuan pembangunan yang berkeadilan. 

 
METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif 
bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-
undangan dan konseptual (Marzuki, 2017). Bahan penelitian 
meliputi: (1) bahan hukum primer, terutama peraturan 
terkait kebijakan food estate/PSN (misalnya: Peraturan 
Presiden Nomor 109 Tahun 2020 dan regulasi terkait 
lainnya); (2) bahan hukum sekunder, berupa: buku, artikel 
jurnal, laporan kajian, serta dokumen organisasi masyarakat 
sipil yang relevan; dan (3) bahan pendukung, seperti: berita 
investigatif dan data statistik resmi yang berkaitan dengan 
ketahanan pangan dan dampak kebijakan. Pengumpulan 
bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran 
dokumen (Suteki & Taufani, 2022). Analisis data 

https://www.zotero.org/google-docs/?OkoxgC
https://www.zotero.org/google-docs/?dR1CUl
https://www.zotero.org/google-docs/?ggFY7K
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menggunakan analisis isi dan interpretasi hukum, dengan 
pisau analisis Teori Hukum Pembangunan ala Mochtar 
Kusumaatmadja untuk menilai fungsi hukum sebagai sarana 
pembaharuan dalam kebijakan food estate. 

 
PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dibahas untuk mengatasi masalah yang 
dirumuskan dan tujuan penelitian. Sangat disarankan agar 
diskusi difokuskan pada mengapa dan bagaimana temuan 
penelitian dapat terjadi dan untuk memperluas temuan 
penelitian dapat diterapkan pada masalah lain yang relevan. 

1. Konsep pembangunan dalam Teori Hukum 
Pembangunan ala Mochtar Kusumaatmadja 

Teori Hukum Pembangunan (THP) ala Mochtar 
Kusumaatmadja meletakkan “pembangunan” sebagai proses 
pembaharuan masyarakat yang disengaja, terarah dan 
menuntut penataan (Shidarta, 2012). Pembangunan dalam 
pengertian ini tidak identik dengan pertumbuhan ekonomi, 
peningkatan investasi, atau deret proyek fisik, melainkan 
perubahan yang menyentuh struktur sosial dan kelembagaan: 
perubahan cara negara mengelola kewenangan, cara warga 
mengakses sumber daya, cara konflik diselesaikan dan cara 
kepentingan publik dirumuskan. Karena pembangunan 
dipahami sebagai perubahan sosial yang direncanakan, THP 
menolak anggapan bahwa hukum cukup berperan sebagai 
“pencatat” perubahan. Hukum diposisikan sebagai instrumen 
yang dapat mengarahkan perubahan sosial sekaligus 
membatasi risiko dominasi yang biasanya menyertai 
pembangunan (Kusumaatmadja, 1976).  Dalam Teori 
Hukum Pembangunan, pembaharuan sosial tidak dipandang 
netral; pembangunan selalu memuat keputusan tentang 
tujuan, prioritas dan distribusi beban-manfaat. Maka, hukum 
menjadi arena kunci: hukum menentukan apa yang dianggap 
“kepentingan umum”, siapa yang berhak menentukan arah 
pembangunan dan mekanisme apa yang tersedia ketika 
pembangunan menimbulkan kerugian. Gagasan ini sejalan 
dengan tradisi law and society yang menekankan bahwa 
hukum bukan sekadar teks, melainkan institusi sosial yang 
terikat pada kekuasaan, ekonomi politik dan struktur sosial 

https://www.zotero.org/google-docs/?NIyCEk
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(Deakin et al., 2017; Friedman, 1975). Pada negara 
berkembang, ketegangan tersebut makin menonjol karena 
pembangunan sering dijalankan melalui konsolidasi 
kewenangan negara dan mobilisasi sumber daya besar 
sehingga tanpa “penataan hukum” yang memadai, 
pembangunan berisiko menjelma menjadi proyek 
pemindahan beban ke kelompok lemah dengan dalih 
nasionalisme ekonomi atau kepentingan umum (Naseemullah, 
2023).   Premis paling khas Teori Hukum 
Pembangunan adalah penekanan pada ketertiban dan 
keteraturan sebagai prasyarat pembangunan (Shidarta, 
2012). Ketertiban dalam Teori Hukum Pembangunan bukan 
sekadar ketaatan prosedur atau tersusunnya dokumen 
administrasi. Ketertiban dipahami sebagai kondisi sosial yang 
membuat perubahan dapat diprediksi, dapat 
dipertanggungjawabkan dan tidak memproduksi 
ketidakpastian hak serta konflik yang meluas. Dengan kata 
lain, pembangunan tanpa ketertiban akan menghasilkan 
perubahan yang liar: institusi tidak siap, masyarakat 
terdampak tanpa proteksi dan konflik berkepanjangan yang 
menggerus tujuan awal pembangunan (Kusumaatmadja, 
1976).        

Ketertiban yang ditekankan dalam Teori Hukum 
Pembangunan memiliki implikasi yang luas terhadap desain 
dan fungsi hukum dalam proses pembangunan nasional. 
Dalam kerangka ini, hukum tidak boleh dipahami sekadar 
sebagai produk normatif yang hadir setelah keputusan politik 
ditetapkan, melainkan sebagai unsur konstitutif yang 
menentukan arah, batas, serta legitimasi pembangunan itu 
sendiri. Hukum harus bekerja secara preventif, bukan semata 
represif atau kuratif  Artinya, hukum dituntut mampu 
mengantisipasi potensi konflik, ketimpangan dan ekses sosial 
yang mungkin muncul akibat kebijakan pembangunan, bukan 
baru bereaksi ketika masalah telah membesar. Dalam 
pandangan Mochtar Kusumaatmadja, pembangunan 
meniscayakan perubahan struktur sosial yang sering kali 
menyentuh kepentingan banyak pihak secara tidak seimbang 
(Kusuma, 2022). Oleh karena itu, hukum harus memainkan 
fungsi ganda: sebagai sarana rekayasa sosial (instrumental 
function) dan sebagai mekanisme perlindungan (protective 

https://www.zotero.org/google-docs/?pVoICB
https://www.zotero.org/google-docs/?xbc8pu
https://www.zotero.org/google-docs/?xbc8pu
https://www.zotero.org/google-docs/?xAR5fU
https://www.zotero.org/google-docs/?xAR5fU
https://www.zotero.org/google-docs/?UiJBCA
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function). Fungsi instrumental terlihat ketika hukum 
digunakan untuk memfasilitasi pembangunan sementara 
fungsi perlindungan tampak dalam jaminan hak-hak warga, 
kepastian hukum, serta mekanisme kontrol terhadap tindakan 
pemerintah. Keseimbangan antara dua fungsi inilah yang 
menjadi kunci keberhasilan pembangunan dalam perspektif 
THP. Dominannya peran negara dalam pembangunan, 
sebagaimana diasumsikan oleh THP, bukanlah legitimasi bagi 
negara untuk bertindak sewenang-wenang. Sebaliknya, 
semakin besar kewenangan negara dalam pembangunan, 
semakin besar pula tuntutan terhadap kualitas hukum yang 
mengaturnya. Negara ditempatkan sebagai aktor utama 
karena kondisi struktural negara berkembang yang belum 
memungkinkan pasar dan masyarakat sipil bekerja 
sepenuhnya secara mandiri. Namun, dominasi ini harus 
dibatasi oleh prinsip legalitas, akuntabilitas dan partisipasi. 
Tanpa pembatasan tersebut, pembangunan berpotensi 
menjadi alat justifikasi kekuasaan, bukan instrumen 
kesejahteraan. Mochtar Kusumaatmadja secara tegas 
mengaitkan pembangunan dengan kepentingan nasional, 
tetapi kepentingan nasional dalam THP tidak dimaknai secara 
elitis atau teknokratis (Fadillah, 2022a).   

Aspek penting lain dalam konsep pembangunan ala THP 
adalah kesadaran akan pluralitas sosial dan hukum. 
Masyarakat Indonesia tidak homogen, baik dalam struktur 
sosial, pola penguasaan sumber daya, maupun hubungan 
dengan tanah dan alam (Puspitasari et al., 2025). Ketika 
hukum positif yang digunakan untuk mendorong 
pembangunan bertabrakan secara frontal dengan norma 
sosial lokal, konflik menjadi hampir tak terelakkan. Dalam 
perspektif THP, kegagalan mengakomodasi pluralitas ini 
merupakan bentuk kegagalan penataan hukum. Ketertiban 
yang dimaksud dalam THP juga menuntut adanya 
kesinambungan kebijakan (policy continuity) (Almira Balqis, 
2023). Pembangunan dipandang sebagai proses jangka 
panjang yang memerlukan stabilitas hukum agar tujuan yang 
dicanangkan dapat dicapai secara bertahap dan 
berkelanjutan. THP menempatkan evaluasi sebagai bagian 
inheren dari pembangunan. Hukum tidak dipandang sebagai 
norma final yang kebal terhadap koreksi, melainkan sebagai 

https://www.zotero.org/google-docs/?GkTwOF
https://www.zotero.org/google-docs/?C8a1jI
https://www.zotero.org/google-docs/?Z5gCxW
https://www.zotero.org/google-docs/?Z5gCxW
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instrumen yang harus senantiasa disesuaikan dengan 
perkembangan sosial. Namun, perubahan hukum harus 
dilakukan secara terkendali melalui mekanisme yang sah dan 
partisipatif. Pembangunan yang terus dipaksakan meskipun 
menimbulkan dampak sosial negatif menunjukkan kegagalan 
negara dalam membaca fungsi reflektif hukum. 

Kusumaatmadja pun menyoroti bahwa keberhasilan 
pembangunan tidak hanya dapat diukur melalui indikator 
ekonomi, tetapi juga melalui tingkat penerimaan sosial 
terhadap kebijakan yang dijalankan. Pembangunan yang 
ditolak secara luas oleh masyarakat meskipun dinyatakan sah 
secara hukum formal menunjukkan adanya kegagalan pada 
tahap perumusan hukum dan kebijakan. Hal ini 
mencerminkan putusnya relasi antara hukum sebagai norma 
negara dan hukum sebagai institusi sosial. Dalam THP, relasi 
ini harus dijaga agar hukum tetap memiliki daya kerja. Maka 
pembangunan dalam THP menuntut pendekatan holistik yang 
mengintegrasikan dimensi hukum, sosial, politik dan ekonomi. 
Hukum tidak ditempatkan sebagai variabel bebas yang berdiri 
sendiri, melainkan sebagai bagian dari ekosistem 
pembangunan (Burlian, 2021). Jika hukum terlalu 
menekankan aspek prosedural tanpa kepekaan terhadap 
dampak sosial, pembangunan akan kehilangan legitimasi. 
Sebaliknya, jika pembangunan dijalankan secara pragmatis 
dengan mengorbankan kepastian dan keadilan hukum, maka 
tujuan jangka panjang pembangunan justru akan terancam 
(Syahwal & Muhammad, 2025). Teori ini sesuai digunakan 
untuk menganalisis kebijakan pembangunan berskala besar 
dan berisiko tinggi yaitu pembangunan food estate di 
Indonesia. Teori ini memberikan pisau analisis untuk menilai 
apakah pembangunan tersebut benar-benar dirancang 
sebagai proses pembaharuan masyarakat atau sekadar proyek 
politik-ekonomi yang dibungkus oleh legitimasi normatif?  

2. Analisis Teori Hukum Pembangunan ala Mochtar 
Kusumaatmadja terhadap program food estate di 
Indonesia 

Dalam bingkai Teori Hukum Pembangunan, program food 
estate perlu dibaca sebagai praktik pembangunan yang 
“menghidupkan” hukum; bukan sekadar rangkaian proyek 
agronomi, melainkan paket norma, kelembagaan dan proses 

https://www.zotero.org/google-docs/?x9kIN0
https://www.zotero.org/google-docs/?a0Bg0Y
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yang mengubah struktur penguasaan tanah, pola produksi, 
serta relasi negara–warga di ruang hidup tertentu (Shidarta, 
2012). Teori Hukum Pembangunan menempatkan hukum 
sebagai sarana pembaharuan/pembangunan masyarakat, 
dengan prasyarat bahwa pembangunan mensyaratkan 
ketertiban/keteraturan dan hukum dapat mengarahkan 
kegiatan manusia menuju tujuan pembaharuan (Aulia, 2018). 
Konsekuensinya, evaluasi food estate tidak dapat berhenti 
pada narasi ketahanan pangan, angka luasan, atau serapan 
anggaran, melainkan harus menguji apakah instrumentasi 
hukum dan pelaksanaannya benar-benar menghasilkan 
ketertiban substantif: kepastian hak atas tanah, perlindungan 
lingkungan yang efektif, partisipasi bermakna, serta 
mekanisme koreksi dan pemulihan ketika kebijakan 
memproduksi risiko atau kegagalan? Kerangka regulasi 
yang menempatkan food estate dalam rumpun proyek 
strategis memperlihatkan potensi pergeseran dari “ketertiban 
substantif” menjadi “ketertiban administratif” (Fatahullah & 
Hilmi, 2024). Rezim percepatan proyek strategis nasional 
secara eksplisit menekankan percepatan pelaksanaan 
(Nurunnisa et al., 2024). Dalam perspektif Teori Hukum 
Pembangunan, percepatan bukan masalah pada dirinya, tetapi 
menjadi problematika ketika hukum difungsikan terutama 
sebagai perangkat kelancaran proyek—misalnya melalui 
penyederhanaan prosedur, target pembukaan lahan dan 
penataan kewenangan tanpa menutup celah bagi 
penyalahgunaan kewenangan, tumpang tindih klaim lahan, 
atau pengabaian prasyarat ekologis (Kriswanto, 2022). 
Temuan tersebut sejalan dengan kritik kebijakan yang menilai 
perjalanan food estate di Indonesia cenderung mengulang pola 
lama proyek pangan skala luas: ambisi besar dan legitimasi 
kebijakan kuat, tetapi desain evaluasi, kehati-hatian ekologis 
dan ketahanan institusional lemah (Aliansi Masyarakat Adat 
Nusantara (AMAN), 2025; Greenpeace, 2022). 

Laporan investigatif BBC News Indonesia memaparkan 
temuan lahan terbengkalai, kegagalan panen berulang dan 
dugaan tumpang tindih penguasaan lahan di Kalimantan 
Tengah, disertai bantahan pemerintah melalui hak jawab yang 
menekankan dasar penetapan lokasi dan klaim tidak terjadi 
alih fungsi sebagaimana diberitakan (BBC News Indonesia, 

https://www.zotero.org/google-docs/?LX2iBS
https://www.zotero.org/google-docs/?LX2iBS
https://www.zotero.org/google-docs/?v6mzUi
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2024). Situasi semacam ini mengindikasikan problem 
kesenjangan antara norma dan realitas: ketika tujuan 
pembangunan adalah ketahanan pangan, hukum semestinya 
menutup celah yang membuat lahan menjadi tidak produktif 
atau beralih fungsi tanpa kontrol, memastikan tata kelola air 
dan kesesuaian lahan sebagai prasyarat, serta menyediakan 
mekanisme pengawasan dan koreksi yang efektif (Anggalini, 
2024; Bouteska et al., 2024).     Hukum 
sebagai sarana pembaruan menuntut perubahan sosial 
berlangsung dengan penerimaan sosial yang rasional bukan 
melalui paksaan, formalitas partisipasi, atau pengabaian 
pengetahuan lokal (Webber, 2024). Sejatinya, food estate pun 
berkelindan dengan penggusuran, kriminalisasi, kerusakan 
lingkungan dan dampak yang menekan perempuan produsen 
pangan, serta menyerukan penghentian proyek dan realokasi 
anggaran ke penguatan kedaulatan pangan lokal (WALHI, 
2024b). Pun, klaim “pembangunan” kehilangan makna 
substantif ketika subjek pembangunan—petani, masyarakat 
lokal, masyarakat adat—diposisikan sebagai objek yang 
menanggung beban sosial-ekologis, sementara manfaat 
ekonomi dan kontrol produksi cenderung terkonsentrasi pada 
aktor kuat (Eisenberg, 2024; Warburton, 2016). Kerangka ini 
sejalan dengan literatur hak atas pangan internasional yang 
menegaskan bahwa pemenuhan pangan bukan semata urusan 
produksi, tetapi juga akses, kontrol sumber daya dan non-
diskriminasi (Hadiprayitno, 2017).  Kritik 
terhadap partisipasi dan persetujuan bebas-didahulukan-
berdasarkan informasi (FPIC) mempertegas persoalan 
legitimasi sosial tersebut. Adanya pengabaian terhadap FPIC 
tentu berimplikasi pada pelanggaran hak masyarakat adat dan 
degradasi lingkungan; keterlibatan aparat dalam fasilitasi 
proyek pun memperumit situasi (Yuwono, 2024). Literatur 
tentang Merauke Integrated Food and Energy Estate 
(MIFEE)—prototipe proyek pangan skala luas di Papua—
menunjukkan pola yang perlu dibaca sebagai pelajaran 
kebijakan: proyek berbasis ekspansi lahan dapat mendorong 
konflik dan pelanggaran hak ketika desain hukum lebih 
menonjolkan investasi dan tata kuasa wilayah ketimbang 
pengakuan hak ulayat dan pelindungan ruang hidup (Suryani, 
2016; Zakaria, 2024). Dalam Teori Hukum Pembangunan, 

https://www.zotero.org/google-docs/?JziDKT
https://www.zotero.org/google-docs/?JziDKT
https://www.zotero.org/google-docs/?L77xHD
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https://www.zotero.org/google-docs/?KCfqGo
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https://www.researchgate.net/profile/Dini-Suryani-2/publication/306496070_Structural_Violation_of_Indigenous_Human_Rights_in_Indonesia_A_Case_Study_of_Merauke_Integrated_Food_Energy_Estate_MIFEE_in_Papua/links/57be999908ae2f5eb32e0eaf/Structural-Violation-of-Indigenous-Human-Rights-in-Indonesia-A-Case-Study-of-Merauke-Integrated-Food-Energy-Estate-MIFEE-in-Papua.pdf?utm_source=chatgpt.com
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kegagalan semacam ini bukan semata kegagalan manajerial, 
melainkan kegagalan instrumentasi hukum: hukum tidak 
memproduksi ketertiban substantif yang melindungi hak, 
mencegah dominasi dan memastikan pembangunan 
bertumpu pada realitas sosial-kultural setempat (Fadillah, 
2022b).   

Persoalan agraria menjadi titik uji yang penting bagi Teori 
Hukum Pembangunan dalam hal food estate. Berbagai studi 
menegaskan bahwa program pangan skala luas memerlukan 
kepastian dan perlindungan hak atas tanah—tanpa itu, konflik 
agraria akan menggerus produktivitas, memicu resistensi dan 
mengacaukan tujuan ketahanan pangan (Fatahullah & Hilmi, 
2024); (Basset, 2024). Di Indonesia, food estate pun 
menimbulkan berbagai dampak sosial, seperti: konflik lahan, 
tumpang tindih status penguasaan dan kerentanan hak 
milik/akses, yang menunjukkan bahwa “ketertiban” yang 
dibangun belum menyentuh akar relasi agraria. Pada saat 
yang sama, kajian hukum tentang food estate menunjukkan 
bahwa kerangka regulasi mengalami beberapa penyesuaian, 
tetapi perubahan regulasi tidak otomatis memperbaiki 
problem implementasi jika desain kelembagaan, transparansi 
data spasial dan pengawasan tidak ditata dengan disiplin 
(Redi & Mizuno, 2025). Dalam Teori Hukum Pembangunan, 
pembangunan memerlukan hukum yang tidak berhenti pada 
penetapan formal, melainkan memastikan berfungsinya 
institusi dan proses: mekanisme keberatan, audit kepatuhan, 
sanksi efektif, serta pemulihan bagi korban kebijakan 
(Mulyadi, 2017).      
 Temuan-temuan di atas pun sejatinya berkelindan 
dengan kritik yang lebih konseptual tentang orientasi 
kebijakan pangan. Sebagian kajian menilai tantangan food 
estate muncul karena paradigma ketahanan pangan yang 
“angka-sentris” lebih dominan daripada prinsip kedaulatan 
pangan yang menempatkan petani dan sistem pangan lokal 
sebagai pusat (Siborutorop, 2023). Pun, orientasi “angka” 
yang tidak ditata oleh hukum secara substantif dapat 
menghasilkan distorsi: kebijakan mendorong output jangka 
pendek, tetapi merusak prasyarat jangka panjang seperti: 
kesehatan tanah, stabilitas ekosistem dan keberlanjutan 
penghidupan petani—padahal ketiganya menentukan 

https://www.zotero.org/google-docs/?nMEXBR
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kemampuan sistem pangan bertahan menghadapi krisis iklim. 
Kerangka pembangunan yang tidak menginternalisasi daya 
dukung ekologi berisiko memindahkan bencana dari satu 
wilayah ke wilayah lain.      
 Berdasarkan analisis Teori Hukum Pembangunan, 
program food estate di Indonesia memperlihatkan 
permasalahan struktural yang menjelaskan mengapa 
kegagalan dapat berulang: hukum cenderung kuat pada aspek 
legitimasi dan percepatan administratif, tetapi belum 
konsisten kuat pada aspek ketertiban substantif terutama 
kepastian hak atas tanah, partisipasi bermakna (termasuk 
FPIC), kehati-hatian ekologis, pengawasan dan akuntabilitas, 
serta mekanisme koreksi dan pemulihan. Pola ini relevan 
diterapkan untuk membaca masalah kebijakan lain yang 
sejenis, seperti: proyek infrastruktur skala luas, kawasan 
industri, atau proyek transisi energi berbasis lahan, karena 
seluruhnya menghadapi risiko yang sama ketika hukum 
dipakai terutama sebagai mesin percepatan dan legitimasi, 
bukan sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang adil dan 
berkelanjutan. Pun, kontribusi Teori Hukum Pembangunan 
terhadap evaluasi food estate terletak pada penegasan ukuran 
keberhasilan pembangunan; bukan hanya “terbangun dan 
terserap”, melainkan apakah hukum bekerja efektif 
menertibkan perubahan sosial—melindungi hak, memperkuat 
subjek pembangunan dan menjaga daya dukung ekologi 
sebagai prasyarat ketahanan pangan yang nyata.  
 Untuk menegaskan argumen THP bahwa permasalahan 
food estate bersifat struktural bukan insidental perlu 
ditunjukkan bahwa pola kebijakan ini berulang lintas rezim 
dengan logika yang relatif serupa: ekspansi lahan berskala 
besar, penyusunan kerangka hukum-perencanaan yang 
mendukung percepatan, serta pelibatan banyak aktor negara 
dan non-negara. THP mengingatkan bahwa hukum sebagai 
sarana pembangunan harus dibaca sebagai satu kesatuan 
kaidah–lembaga–proses yang bekerja dalam konteks 
perubahan sosial; karena itu, evaluasi tidak cukup dilakukan 
dari satu periode pemerintahan atau satu lokasi proyek, 
melainkan harus ditarik ke dalam pembacaan historis-
komparatif untuk melihat konsistensi desain dan titik rapuh 
instrumentasi hukum (Friedman, 1975; Kusumaatmadja, 
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1976). Dengan kata lain, apabila “kegagalan berulang” muncul 
pada konfigurasi yang berbeda, maka yang patut diuji adalah 
apakah rezim hukum dan tata kelola yang dibangun benar-
benar menghasilkan ketertiban substantif, atau hanya 
mengulang ketertiban administratif dalam wajah kebijakan 
yang berganti? Atas dasar itu, pemetaan implementasi 
food estate pada berbagai masa pemerintahan menjadi 
langkah analitis yang penting. Pemetaan ini tidak 
dimaksudkan untuk menyamakan seluruh kebijakan antar 
rezim, melainkan untuk menampilkan indikator objektif yang 
memungkinkan pembacaan Teori Hukum Pembangunan 
secara lebih tajam: skala pembukaan lahan dan realisasinya, 
sebaran lokasi, struktur pendanaan dan proporsinya, 
kerangka regulasi yang dipakai, komoditas utama, serta 
konfigurasi pemangku kepentingan. Indikator-indikator 
tersebut membantu menjawab pertanyaan kunci THP: apakah 
perubahan kebijakan dari satu rezim ke rezim berikutnya 
disertai penguatan ketertiban substantif (kepastian hak, 
partisipasi, kehati-hatian ekologis, akuntabilitas), atau justru 
menunjukkan kontinuitas pendekatan proyek yang 
menekankan ekspansi dan percepatan? (Kusumaatmadja, 
1976; Friedman, 1975). Dengan kerangka tersebut, Tabel 1. 
berikut disajikan sebagai basis pembacaan komparatif atas 
evolusi food estate di Indonesia, sekaligus pintu masuk untuk 
mengidentifikasi pola, pergeseran dan pengulangan masalah 
yang relevan bagi analisis Teori Hukum Pembangunan. 

Tabel 1. Implementasi Food Estate pada Pelbagai Masa 
Pemerintahan Presiden di Indonesia 

Aspek Soeharto Susilo 
Bambang 
Yudhoyo
no (SBY) 

Jokowi Prabowo 

Tahun 
imple
menta
si 

1995–
1998. 

2008–
2014. 

2015–
2024. 

2025–
2029. 

https://www.zotero.org/google-docs/?CvGXTN
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Pemb
ukaan 
lahan 

1,45 juta 
ha. 

1,23 juta 
ha 
(Merauke, 
Papua); 
298.000 
ha 
(Bulungan
, 
Kalimanta
n Utara); 
100.000 
ha 
(Ketapang, 
Kalimanta
n Barat). 

1,2 juta 
ha 
(Merau
ke, 
Papua); 
10.000 
ha 
(Keero
m, 
Papua); 
31.000 
ha 
(Gunun
g Mas, 
Kalima
ntan 
Tengah
). 

3 juta ha 
(target). 

Realis
asi⁴ 

3.000 ha 
(0,2% 
dari 
lahan 
yang 
dibuka). 

140.000 
ha di 
Merauke; 
100 ha di 
Ketapang; 
1.024 ha 
di 
Bulungan 
(8,6% dari 
lahan yang 
dibuka). 

30.000 
ha 
(Kalima
ntan 
Tengah
); 482 
ha 
(Sumatr
a Utara) 
(2,4% 
dari 
lahan 
yang 
dibuka)
. 

150.000 
ha pada 
2025. 
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Lokasi Kalimant
an 
Tengah. 

Merauke, 
Papua 
Selatan; 
Kalimanta
n Utara 
dan Barat. 

Kalima
ntan 
Tengah, 
Sumatr
a Utara, 
Nusa 
Tengga
ra 
Timur, 
Sumatr
a 
Selatan 
dan 
Papua. 

Merauke 
(Papua); 
Sumatra 
Selatan; 
Kalimant
an 
Tengah, 
Selatan 
dan 
Barat. 

Angga
ran 
yang 
dialok
asikan 

13,3 
triliun. 

8,09 
triliun. 

Data 
tidak 
tersedia
⁵. 

105,9 
triliun⁶. 

Konve
rsi ke 
kurs 
tahun 
2023* 
(Rp) 

113,78 
triliun. 

14,05 
triliun. 

– – 

Sumbe
r 
angga
ran 
(Rp) 

101,35 
triliun 
(APBN 
1995). 

340,15 
triliun 
(APBN 
2010). 

– Anggaran 
indikatif 
dari 
Perpres 
No. 
12/2025. 

Perse
ntase 
dari 
APBN*
⁷ 

13,12%. 2,4%. – – 
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Penda
naan 
tamba
han 
(Rp) 

527 
miliar 
dari Dana 
Bantuan 
Presiden, 
sebagaim
ana 
diatur 
dalam 
Keppres 
No. 
83/1995. 

– – – 

Kebija
kan 
exit 

Keppres 
No. 
33/1998. 

– – – 

Landa
san 
huku
m & 
keran
gka 
kebija
kan 

Keppres 
No. 
82/1995 
tentang 
Pengemb
angan 
Lahan 
Gambut 
untuk 
Pertanian 
Tanaman 
Pangan di 
Kalimant
an 
Tengah. 

Inpres No. 
5/2008 
tentang 
Fokus 
Program 
Ekonomi 
Tahun 
2008–
2009; 
Inpres No. 
1/2010 
tentang 
Percepata
n 
Pelaksana
an 
Prioritas 
Pembangu
nan 
Nasional 
Tahun 
2010; PP 

Perpres 
No. 
109/20
20 
tentang 
Peruba
han 
Ketiga 
atas 
Perpres 
No. 
3/2016 
tentang 
Percepa
tan 
Pelaksa
naan 
Proyek 
Strategi
s 
Nasiona
l; 

Kelanjuta
n dari era 
Presiden 
Jokowi: 
Perpres 
No. 
109/202
4 tentang 
Rencana 
Kerja 
Pemerint
ah Tahun 
2025; 
Perpres 
No. 
12/2025 
tentang 
RPJMN 
Tahun 
2025–
2029. 
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No. 
18/2010 
tentang 
Usaha 
Budidaya 
Tanaman. 

Perpres 
No. 
108/20
22 
tentang 
Rencan
a Kerja 
Pemeri
ntah 
Tahun 
2023; 
Permen 
LHK No. 
7/2021 
tentang 
Perenca
naan 
Kehuta
nan, 
Peruba
han 
Peruntu
kan dan 
Fungsi 
Kawasa
n 
Hutan, 
serta 
Penggu
naan 
Kawasa
n 
Hutan. 

Komo
ditas 
utama 

Padi. Padi, 
jagung, 
kedelai, 
tebu. 

Padi, 
jagung, 
singkon
g, 
bawang 

Padi, 
jagung, 
singkong, 
tebu. 
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merah, 
bawang 
putih. 

Pema
ngku 
kepen
tingan 

Kementer
ian 
Transmig
rasi dan 
Pemukim
an 
Peramba
h Hutan; 
Kementer
ian PPN; 
Kementa
n; 
Kementer
ian 
Kehutana
n; 
Kementer
ian 
Lingkung
an Hidup; 
Kementer
ian 
Dalam 
Negeri; 
Kementer
ian 
Pekerjaa
n Umum 
(PU); 
Kementer
ian 
Agraria; 
Kementer
ian 
Keuanga

Kementeri
an PPN; 
Kementan
; 
Kementeri
an BUMN; 
Kementeri
an 
Pekerjaan 
Umum; 
sektor 
swasta. 

Kement
erian 
PPN; 
Kemen
ko 
Bidang 
Pereko
nomian
; 
Kemen
komarv
es; 
Kement
an; 
Kement
erian 
PUPR; 
Kement
erian 
LHK; 
pemeri
ntah 
daerah; 
Kement
erian 
Kopera
si dan 
UKM; 
BUMN; 
Kemen
han⁸. 

Kementer
ian PPN; 
Kementa
n; 
Kementer
ian 
BUMN; 
Kementer
ian PU; 
Kementer
ian 
Kehutana
n; 
Kementer
ian 
Lingkung
an Hidup; 
Kementer
ian 
Koperasi; 
Kementer
ian 
Transmig
rasi; 
Kementer
ian 
Komunik
asi dan 
Digital; 
Badan 
Riset dan 
Inovasi 
Nasional; 
Badan 
Meteorol
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n. ogi, 
Klimatolo
gi, dan 
Geofisika; 
Badan 
Pusat 
Statistik; 
pemerint
ah 
daerah; 
sektor 
swasta. 

Sumber: (Supriyanto et al., 2025) 

Pemetaan pada Tabel 1. memperlihatkan bahwa food 
estate di Indonesia bukan fenomena kebijakan yang lahir 
semata-mata pada satu periode, melainkan proyek 
pembangunan yang berulang dengan skala, lokasi dan 
kerangka kebijakan yang berubah-ubah. Dari sudut Teori 
Hukum Pembangunan, pengulangan lintas rezim ini penting 
karena membantu membedakan mana persoalan yang bersifat 
teknis-insidental dan mana yang bersifat struktural. 
Perubahan nama program, diversifikasi komoditas, maupun 
pergeseran aktor pelaksana tidak otomatis menunjukkan 
pembaharuan substantif jika pola dasarnya tetap 
menempatkan ekspansi lahan dan percepatan sebagai 
orientasi utama, sementara perangkat pengaman hukum 
untuk memastikan kepastian hak, partisipasi dan 
keberlanjutan ekologis tidak menguat secara konsisten 
(Kusumaatmadja, 1976; Friedman, 1975).  
 Pertama, Tabel 1. menunjukkan kecenderungan “ambisi 
skala besar—realisasi rendah” pada beberapa periode. Pada 
era Soeharto, pembukaan lahan tercatat mencapai 1,45 juta 
ha, tetapi realisasi hanya 3.000 ha (0,2%). Pada era SBY, 
pembukaan lahan di beberapa lokasi (Merauke, Bulungan, 
Ketapang) dilaporkan 1,23 juta ha, dengan realisasi 8,6% dari 
lahan yang dibuka. Pada era Jokowi, pembukaan lahan 1,2 juta 
ha di beberapa wilayah, sementara realisasi yang tercatat 
2,4% dari lahan yang dibuka. Kesenjangan skala-realisasi 
semacam ini, dalam perspektif Teori Hukum Pembangunan, 

https://www.zotero.org/google-docs/?dp8mfZ


 98  Book Chapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Jilid 4 
 

merupakan indikator awal bahwa ketertiban pembangunan 
belum bertumpu pada penataan substantif (kelayakan 
ekologis, tata kelola air, dukungan agronomis, kepastian 
penguasaan lahan, serta kapasitas kelembagaan), melainkan 
cenderung bertumpu pada orientasi proyek dan indikator 
input-output administratif. Dalam istilah Teori Hukum 
Pembangunan, pembangunan yang sehat membutuhkan 
hukum yang “mengunci” proses agar perubahan sosial 
berjalan teratur dan tidak menghasilkan pemborosan sumber 
daya serta konflik baru (Kusumaatmadja, 1976)   

Kedua, sebaran lokasi yang berulang pada titik-titik 
tertentu—khususnya Kalimantan Tengah dan Merauke—
menunjukkan adanya pola “memindahkan pusat proyek” atau 
“mengulang wilayah” tanpa pelajaran yang sepenuhnya 
tertutup pada instrumen hukum dan kelembagaan. Dalam 
THP, ketika proyek pembangunan masuk ke ruang hidup yang 
berbeda (misalnya lahan gambut, kawasan hutan, atau 
wilayah masyarakat adat), hukum seharusnya semakin kuat 
pada prasyarat ketertiban substantif: pengujian kesesuaian 
lahan, perlindungan hak, dan mekanisme koreksi. Jika 
sekalipun wilayah, komoditas dan aktor berubah, tetapi 
ketegangan sosial-ekologis tetap muncul, maka masalah 
utamanya bukan sekadar manajerial, melainkan desain 
hukum pembangunan yang tidak memadai untuk 
mengarahkan perubahan secara tertib.     

Ketiga, Tabel 1. memperlihatkan bahwa food estate sejak 
awal melibatkan konfigurasi aktor yang kompleks dan 
cenderung makin meluas dari waktu ke waktu—dari 
kementerian teknis, lembaga perencanaan, kementerian yang 
mengurusi kehutanan/lingkungan, pekerjaan umum, agraria, 
hingga BUMN dan sektor swasta, bahkan melibatkan unsur 
pertahanan pada periode tertentu. Kompleksitas aktor ini, 
dalam kacamata Teori Hukum Pembangunan, menegaskan 
bahwa pembaruan tidak dapat ditopang oleh norma saja; 
pembaruan mensyaratkan institusi dan proses yang sanggup 
memastikan koordinasi, pembagian kewenangan yang jelas, 
standar pengawasan yang sama, serta akuntabilitas yang 
dapat diuji. Tanpa itu, kebijakan berisiko menjadi medan 
“tumpang tindih kewenangan” yang membuka ruang saling 
lempar tanggung jawab ketika terjadi kegagalan atau dampak 



Book Chapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Jilid 4  
 

 99  
 

negatif—suatu kondisi yang bertentangan dengan tujuan 
ketertiban dalam pembangunan.    

Keempat, pergeseran landasan hukum dari 
Keppres/Instruksi Presiden pada periode awal menuju 
Perpres/Permen yang terkait percepatan PSN dan 
perencanaan kehutanan pada periode berikutnya dapat 
dibaca dalam dua cara. Di satu sisi, perubahan ini 
menunjukkan adanya pembaharuan kerangka kebijakan. 
Namun di sisi lain, THP menuntut agar penguatan kerangka 
kebijakan tidak hanya memperkuat kemampuan negara 
“menjalankan proyek”, melainkan memperkuat ketertiban 
substantif: kepastian hak atas tanah, perlindungan atas 
lingkungan hidup, partisipasi bermakna dan mekanisme 
pemulihan. Karena itu, perubahan bentuk regulasi belum 
cukup menjadi indikator keberhasilan pembaharuan hukum; 
yang lebih penting adalah apakah perubahan regulasi 
menghadirkan proses yang lebih transparan, kontrol yang 
lebih kuat dan jaminan hak yang lebih konkret bagi subjek 
pembangunan (Fuller, 1969; Kusumaatmadja, 1976; Nonet et 
al., 2008).     

Informasi anggaran dalam Tabel 1. (meskipun tidak 
sepenuhnya tersedia pada era Jokowi) tetap berguna untuk 
menguji satu asumsi penting dalam Teori Hukum 
Pembangunan: semakin besar skala intervensi negara, 
semakin besar pula kebutuhan terhadap mekanisme hukum 
untuk akuntabilitas dan koreksi. Anggaran besar tanpa 
perangkat evaluasi dan koreksi yang efektif berisiko 
memperkuat perilaku “administrasi target” yang tidak sensitif 
terhadap realitas sosial-ekologis, serta menghasilkan 
pemborosan dan konflik. Dalam kerangka Teori Hukum 
Pembangunan, akuntabilitas bukan sekadar audit finansial, 
tetapi kemampuan sistem hukum menghubungkan 
penggunaan sumber daya publik dengan capaian tujuan 
pembangunan dan perlindungan hak warga.   

Berdasarkan pembacaan komparatif tersebut, Tabel 1.  
tidak hanya berfungsi sebagai ringkasan historis, tetapi juga 
sebagai alat untuk mengunci argumen utama kajian ini: 
pengulangan proyek food estate lintas rezim disertai pola yang 
relatif konsisten—skala ekspansi besar, koordinasi aktor 
kompleks dan perubahan kerangka kebijakan—tetapi tidak 

https://www.zotero.org/google-docs/?v7824e
https://www.zotero.org/google-docs/?v7824e
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selalu diikuti penguatan ketertiban substantif yang menjadi 
tuntutan THP. Karena itu, bagian selanjutnya akan menguji 
lebih rinci bagaimana setiap dimensi dalam tabel (skala–
realisasi, lokasi, anggaran, landasan hukum dan aktor) 
berkaitan dengan variabel-variabel THP: kepastian hak, 
partisipasi bermakna, kehati-hatian ekologis, akuntabilitas, 
serta mekanisme koreksi dan pemulihan. Pengujian ini 
penting untuk menghindari kesimpulan yang terlalu umum, 
sekaligus memastikan bahwa kritik terhadap food estate tidak 
jatuh pada penilaian moral semata, melainkan berdiri pada 
analisis hukum pembangunan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

 
PENUTUP 

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep 
pembangunan dalam Teori Hukum Pembangunan ala Mochtar 
Kusumaatmadja menegaskan peran hukum sebagai sarana 
pembaharuan masyarakat yang hanya efektif apabila mampu 
menciptakan ketertiban substantif melalui kepastian hak, 
partisipasi bermakna, perlindungan lingkungan, serta 
mekanisme koreksi yang dapat diuji secara akuntabel. 
Temuan ini mengonfirmasi kekhawatiran bahwa 
pembangunan tidak dapat diukur semata-mata dari 
keberadaan regulasi atau pencapaian administratif, melainkan 
dari kemampuan hukum mengarahkan perubahan sosial 
secara tertib dan adil sebagaimana menjadi tujuan utama 
teori tersebut. Kontribusi penelitian terletak pada penegasan 
bahwa pembangunan dalam perspektif THP bersifat normatif 
dan tidak netral sehingga memerlukan desain hukum yang 
sadar akan risiko dominasi, ketimpangan dan konflik sosial. 
 Analisis terhadap kebijakan food estate memperlihatkan 
bahwa instrumen hukum yang mendasarinya cenderung 
menghasilkan ketertiban administratif yang berorientasi pada 
percepatan proyek strategis sehingga tidak mampu mengatasi 
persoalan struktural berupa tumpang tindih penguasaan 
lahan, minimnya partisipasi bermakna, pengabaian kehati-
hatian ekologis dan lemahnya mekanisme akuntabilitas yang 
membuat kegagalan program berulang lintas rezim. Temuan 
ini menegaskan kekhawatiran bahwa hukum dalam food 
estate lebih berfungsi sebagai legitimasi kebijakan daripada 
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sarana pembaharuan yang melindungi hak dan ruang hidup 
masyarakat. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan 
dasar teoritik dan empiris bahwa keberhasilan pembangunan 
pangan harus dievaluasi melalui ketertiban substantif sesuai 
prinsip THP, sehingga koreksi kebijakan tidak hanya 
diarahkan pada aspek teknis agronomi, tetapi pada 
rekonstruksi desain hukum pembangunan yang lebih adil, 
responsif dan berkelanjutan. 
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